




 



 



Keterangan: 

1. Penyelenggara negara dan/atau pegawai menerima gratifikasi 

2. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima.  

3. Anggota UPG menerima pelaporan gratifikasi non kedinasan. 

4. Anggota UPG menyusun Konsep memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK. 

5. Ketua memeriksa dan menandatangani memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Apabila diperlukan 

perbaikan, konsep memo tersebut dikembalikan kepada anggota untuk diperbaiki. Apabila sudah sesuai maka konsep memo rekomendasi 

tersebut ditandatangani oleh Ketua UPG dan meneruskannya ke Anggota UPG untuk didokumentasikan dan dikirimkan ke KPK. 

6. Anggota UPG menerima memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK, melengkapi bukti dukungnya, 

dan mengirimkan kepada KPK. 

7. Anggota UPG mendokumentasikan pelaporan gratifikasi non kedinasan ke dalam Laporan Pengendalian Gratifikasi. 

8. KPK menentukan tindak lanjut atas hasil gratifikasi apakah akan dilelang untuk disetorkan ke Kas Negara atau disimpan untuk display UPG. 

9. Apabila KPK menentukan bahwa barang hasil gratifikasi dilelang untuk disetorkan ke Kas Negara, maka KPK melakukan proses tersebut. 

10. Apabila KPK menentukan bahwa barang hasil gratifikasi disimpan untuk display UPG, maka KPK menyerahkan barang hasil gratifikasi kepada 

UPG. 

11. KPK mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan gratifikasi kepada pelapor 

 

 


